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a. bahwa dengan telah d1tetapkannya Pcraturan Dacruh Kabupatcn Kapuas 
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protololcr dan Kcuangan 
Pimp1nan dan Anggota Dewan Perwakilan RaJ...-yat Daerah Kabupaten Kapuas 
dan tclah diundangkan dalam L mbaran Dacrah Kabupaten Kapuas Tahun 
2005 omor 2, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan 
Pembangunan dipandang perlu scgera mclaksanakan Peraturan Daernh 
dimaksud; 

b. bahwa schubungan dengan huruf a di atas, perlu mcnctapkannya dengan 
Peraturan Bupati Kapuas 

I. Undang-Undang omor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat 11 di Kalimantan (Lcmbaran Negar:1 Rcpublik Indonesia Tahun 1959 

omor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran cgara 

Tahun Republik Indonesia 1987 Nomor -t3, Tambahan Lembaran egara 
omor 3363), 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan egara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 omor -t7 Tambahan 
Lcmbaran egara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tcnlang Susunan dan Kcdudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pen akilan Rakyat, Dew n 
Pcrwaki lan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lcmbaran e_ 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lc::mbaran 
Nomor4310); 

5. Undang-Undang omor I Tahun 2004 tcntang Pcrbcndaharaan 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 
Lembaran cgara Nomor 4355)· 

6. Undang-Undang omor IO Tahun 2004 lcntang Pembenlukan P ra r- n 
Perundang-Undangan (Lembaran egara Rcpublik Indonesia Tahun 200➔ 
Nomor 53, Tambahan Lcmbaran cgara omor 4389t 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe111cr111tahan Dacrah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 125, Tambahan 
Lcmbaran egara omor 4437); 



8. Undang-Undang omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik [ndoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ket~ntuan 
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghonnatan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3·+32); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kcwcnangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan <lan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lcmbaran Negara omor 
4022); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyclenggaraan Pemerintahan DaeraJ1 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4090); 

I 3. Pcraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeruh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Kapuas; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2005 ten tang 
Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota ~Dewan 
Pen akilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. 

MEMUTUSKAN 

nctankan. PERATURA BUPATI KAP AS TE TA G PELAKSA AA 
PERATURA DAERAH KAB PATE KAPUAS i'iOMOR 2 TAH . r 2005 
TENT .G KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINA DAN ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAK AT 
D.\ERAII KABUPATEN KAP AS. 

Pasa l l 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahwi 2005 
tcntang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. 

Pasnl 2 

Menugaskan kepada : 

I. Sckrctaris DPRD Kabupaten Kapuas. 
2. Kepa la Bagian Keuangan Sekreta.riat Daerah Kabupaten Kapuas. 
3. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. 
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupnten Kapuas. 
untuk mclaksanakan Peraturan Bupati ini 



Pasal 3 

Mempersiapkan pcraturan pelaksana yang dipcrlukan dalam rangka pelaksanaan 
Peraluran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2005 tenlang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kapuas. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlak.u pada tanggal diundaogkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Kapuas. 

Ditelapkan di Kuala Kapuas 
~ :15atffiBns.• al 3 Juni 2005 
~---- '>' 

I KAPUAS 

Diund rngkan di Kuala Kapuas 
pada t.mggal 3 Juni 2005 

H KABUPATEN KAPUAS, 

-
BE KABUPATEN KAPUAS 
TAlll l\J 2005 NOMOR : 05 


